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Mengingat

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

coa.

TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 309,Pasal311
ayat (1) dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Ternate Tahun Anggaran 2020 perlu untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-UndangNomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 No.5, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4338);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

10.

11.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

13.

14.

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor
139,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang besumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Ternate Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 9 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 135);
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013
Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate
Nomor 117);



23. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor
525/KPTS/MU/2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Ternate Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2020 Dan
Rancangan Peraturan Walikota Ternate Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate
Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTATERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran
2020dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan........c.ccooooiiiiiiiiiiii Rp.1.093.762.225.600,-
b. Belanja......coooiuiiiiiiiii e Rp.1.133.762.225.600,-
Defisit.............. Rp.(40.000.000.000,-)
c. Pembiayaan:
1. Penerimaan....c.cccoceiiiiiii teiiiiiiie e Rp.40.000.000.000,-
2. Pengeluaran........c.coceviiee i Rp.O,-,-
Jumlah Pembiayaan Netto..........cocoeviiiiiiiiinininn.. Rp.40.000.000.000,-
SisaLebihPembiayaanAnggaran
TahunBerkenaan (SILPA)........ccocviiiiiiiiiiinininenn. Rp.O,-
Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah............coceevvviiiinenn.n. Rp.113.988.081.600,-
b. Dana Perimbangan..........c..ccocveviviiiinininiannn.. Rp.793.727.215.000,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah....... Rp.186.046.929.000,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah..........cooiiiiiiiiiiiiii Rp.57.250.000.000,-

b. Retribusi Daerah.......c.ccoceeiiiiiiiiiiiniiinnn. Rp.43.316.601.600,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan......c..cooiiiiiiiiiiii Rp.2.500.000.000,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah...... Rp.10.921.480.000,-



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud padaayat (1)huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. DanaBagiHasil.........c..cocoiiiiiiiiii . Rp.21.546.125.000,-
b. DanaAlokasiUmum.........ccceeveiiiiiiieniininnnnnn. Rp.658.062.032.000,-
c. Dana AlokasiKhusus.......c.coocvveiiiiiiiiiinn. Rp.114.119.058.000,-

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah. ..o Rp.18.146.600.000,-

b. Dana Darurat......c..coooiiiiiiiiiiiiiiiii Rp.O,-

c. Dana BagiHasilPajak Dari Propinsi...........c.c......... Rp.124.850.000.000,-

d. Dana PenyesuaiandanOtonomiKhusus............... Rp.43.050.329.000,-
Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b,terdiri dari :
a. BelanjaTidakLangsung.......c.coceveveviiininnenenenn e, Rp.534.216.573.614,-
b. Belanjalangsung........cccevevieiiiiiiniiiiiiinins vevenenen. Rp.599.545.651.986,-

(2) BelanjaTidak Langsung sebagaimana dimaksud padaayat (1) Huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. BelanjaPegawai........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, Rp.462.260.313.814,-
b. BelanjaBunga........cccooeviiiiiiiiiiiiiiiiis e, Rp.O,-

c. BelanjaSubsidi.......cooviiiiiiiiiiiiiiii Rp O,-

d. BelanjaHibah..........coooooiiiiiiiii Rp.61.586.150.000,-
e. BelanjaBantuanSosial............cccocvviiiies ciiiiinnan. Rp.5.557.000.000,-
f. BelanjaBagiHasil.........cccooiiiiiiiiiiiiiiiii i, Rp. O,-

g. BelanjaBantuanKeuangan..............c..cooooencieenen. Rp.813.109.800,-

h. BelanjaTidakTerduga........c.coceeviveiiininiininninennnnen. Rp.4.000.000.000,-

(3) BelanjaLangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. BelanjaPegawai......c.coooviviiiiiiniiiiiniiiiiniiii e, Rp.105.664.430.126,-

b. BelanjaBarangJasa.......ccceoeveviiiiiiniiiinininn ceenennen. Rp.265.571.069.784,-

c. Belanja Modal.........c.cooeiiiiiiiiiiiiii Rp.228.310.152.076,-
Pasal 4

(1) Pembiayaansebagaimana dimaksud dalamPasal 1huruf c,terdiri dari :

a. Penerimaansejumlah................ooii . Rp.40.000.000.000,-
b. Pengeluaransejumlah..............c.coooiiiin i, Rp.O,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. SiLPAtahunanggaransebelumnya sejumlah... ..... Rp O,-

b. Pencairan Dana Cadangansejumlah................... Rp.O,-

c. HasilPenjualanKekayaan Daerah............ ........... Rp.O,-

d. PenerimaanPinjaman Daerah.....................c....... Rp.40.000.000.000,-

e. PenerimaanKembaliPemberianPinjaman............. Rp.O,-

f. PenerimaanPiutang Daerah........................ ...l Rp.O,-



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan..............c...cc.c..... Rp.O,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah............ Rp.O,-
c. PembayaranPokokUtang............c.coovveiiiii i, Rp.O,-
d. PemberianPinjaman Daerah............c....c.ocoieeane. Rp.O,-

Pasal 5

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate
terdiridari:

a. pergeserananggaran antar program dalam satu SKPD dan/atau antar
SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan
yang melekat pada gaji;

b. pergeseran anggaran antar kegiatan dalam 1 (satu) program sepanjang
pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah
direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat
atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh
Pemerintah Kota Ternate;

c. pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam satu kegiatan;

d. penambahan anggaran belanja sebagai akibat penerimaan dari pemerintah
pusat;

e. penambahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan hibah
langsung dalam bentuk uang;

f. penambahan anggaran belanja untuk keperluan mendesak yang
belum/tidak cukup tersedia anggarannya.

(2) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf e, ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.

(3) Perubahan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Ternate dengan persetujuan DPRD Kota Ternate.

(4) Perubahan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota
Ternate kepada DPRD dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah(PerubahanAPBD) dan/atau Laporan Keuangan PemerintahDaerah
(LKPD) Tahun Anggaran 2020.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan rincian anggaran
belanja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :

1. LampiranI : Ringkasan APBD

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi SKPD

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan



4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan

5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerang kapengelolaan keuangan negara.

6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII: Daftar Penyertaan Modal
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah
10. Lampiran X : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah

13. Lampiran XIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal7

Walikota Ternate menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah
ini.

Pasal8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 31 Desember 2019

THAMRIN ALWI
LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR198

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
(5/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,.M.H
PEMBINA
NIP. 19751013 2002 12 1 002




